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ANDI FAJAR ANAS (B121 12 156), dengan judul “PENGENDALIAN 
BECAK MOTOR SEBAGAI ANGKUTAN UMUM DI KOTA MAKASSAR”. 
Di bawah bimbingan bapak Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.Hum, 
sebagai Pembimbing I dan bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H., sebagai 
Pembimbing II. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan 
upaya pengendalian becak motor di Kota Makassar dan untuk mengetahui 
hambatan pengendalian becak motor sebagai angkutan umum di Kota 
Makassar. 
Penelitian ini dilakukan di Kantor Wali Kota Makassar dan di Dinas 
Perhubungan Kota Makassar. Data yang diperoleh dengan metode 
wawancara dan observasi, kemudian  dijadikan bahan kajian dari sudut 
pandang Hukum Administrasi Negara sesuai dengan fokus penulis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 
2012 menjadi dasar hukum dalam mengendalikan operasional kendaraan 
becak motor di kota Makassar. Berdasarkan pada pasal 2 Peraturan 
Walikota Makassar tentang Pengendalian Operasional Kendaraan Becak 
Motor dalam Wilayah Kota Makassar, wilayah operasional becak motor  
ditetapkan pada kawasan Pemukiman Kecamatan Tamalanrea, 
Pemukiman Kecamatan Biringkanaya, Pemukiman Kecamatan Tamalate 
dan Pemukiman Kecamatan Manggala. Pada pasal 4 Peraturan Walikota 
Makassar 22 tahun 2012 menjelaskan bahwa setiap kendaraan becak 
motor agar bisa mendapatkan izin dan bisa beroperasi, maka harus 
memenuhi standar kelaikan jalan yang dimana pemiliknya harus 
menyesuaikan spesifikasi rancang bangun kendaraan becak motor sesuai 
ketentuan peraturan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya, 
Pengendalian Operasional Kendaraan Becak Motor Dalam Wilayah Kota 
Makassar belum mampu diterapkan secara efektif dikarenakan sulitnya 
untuk berdialog kepada para pemilik dan pengendara becak motor 
mengenai batas wilayah operasionalnya dan tidak adanya inisiatif 







ANDI FAJAR ANAS (B121 12 156), entitled "CONTROL OF 
MOTORCYCLE AS A PUBLIC TRANSPORT IN MAKASSAR CITY". 
Under the guidance of Mr. Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.Hum, as 
First Advisor and Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H., as Supervisor II. 
The purpose of this research is to know and explain the effort of motorized 
pedicab in Makassar City and to know the obstruction of motorized 
pedicab control as public transportation in Makassar City. 
This research was conducted at the Office of Mayor of Makassar and at 
Makassar Transportation Department. Data obtained by interview and 
observation method, then used as study material from the point of view of 
the Law of State Administration in accordance with the author's focus. 
The results showed that Mayor Regulation No. 22 of 2012 became the 
legal basis in controlling the operational of pedicab motor vehicles in the 
city of Makassar. Based on article 2 of Makassar Mayor Regulation on 
Motorized Pedicab Vehicle Operation Control in Makassar City Area, 
motorized pedicab operational area is set at Tamalanrea Sub-district, 
Biringkanaya Sub-district, Tamalate Sub-district and Manggala Sub-
district. In article 4 of Mayor of Makassar Regulation No. 22 of 2012 
explains that every motorized pedicab vehicle in order to obtain permits 
and can operate, it must meet the standards of roadworthiness in which 
the owner must adjust the design specifications of motorized pedicab in 
accordance with applicable regulations. However, in its implementation, 
the Operational Control of Motorized Pedicab Vehicles In Makassar City 
Region has not been able to be applied effectively due to the difficulty to 
dialogue to the owners and motorized pedicab drivers about the 
boundaries of its operational area and the absence of initiative to change 
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A. Latar Belakang 
Transportasi merupakan salah satu sarana dan prasarana yang 
mendukungperkembangan ekonomi, sosial, politik dan mobilitas penduduk 
suatu daerah. Dengan tingginya mobilitas masyarakat di suatu daerah 
dalam menjalankan perputaran roda pembangunan nasional yang 
khususnya di bidang perekonomian, maka diperlukan pelayanan jasa di 
bidang transportasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Kansil : 
1995).Pada umumnya, permasalahan transportasi terletak pada ketidak 
seimbangan antara kebutuhan sarana, prasarana dan fasilitas 
transportasi, serta pertumbuhan penduduk dan juga perkembangan 
ekonomi suatu daerah atau wilayah. Dengan begitu perkembangan suatu 
wilayah dapat diartikan bahwa perkembangan suatu daerah maupun 
masyarakatnya atau wilayah tergantung dari perkembangan transportasi, 
atau sebaliknya (Simboloan Marsy Maringan : 2003). Adapun Fungsi 
transportasi sendiri adalah sebagai sektor penunjang pembangunan dan 
sebagai sektor pemberi jasa. Berkaitan dengan sangat pentingnya fungsi 
transportasi maka ada yang menganggap bahwa transportasi merupakan 
urat nadi perekonomian, namun menurut Schumer transportasi bukan 
merupakan tujuan tetapi merupakan sarana untuk mencapai banyak 
tujuan (Adisasmita : 2010). 
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Banyaknya jenis transportasi umum dalam kota membuat Kota 
Makassar semakin semrawut. Contohnya angkutan umum (pete-pete), 
taxi, ojek, becak, dan yang saat ini ramai diperbicangkan adalah becak 
motor (bentor). Bentor merupakan transportasi umum yang berbeda dari 
sepeda motor atau kendaraan bermotor roda dua pada umumnya. Bentor 
memiliki tiga roda yang mana berbeda dengan sepeda motor yang hanya 
memiliki dua roda dan penumpang berada di bagian depan pengendara 
layaknya angkutan becak. Bentuknya yang seperti itu membuat bentor 
dapat mengangkut penumpang lebih banyak daripada sepeda motor biasa 
dan  dapat melaju lebih cepat daripada becak. 
Munculnya fenomena bentor di Kota Makassar dikarenakan adanya 
kebutuhan masyarakat yang meningkat di bidang jasa transportasi. Di 
Kota Makassar sendiri becak motor sudah tidak terkendali dan terkesan 
sangat semrawut. Berdasarkan data yang dimiliki oleh dinas perhubungan 
dan polrestabes makassar jumlah bentor yang didata oleh asosiasi bentor 
sendiri pada tahun 2012 telah mencapai 11.000 unit, di tahun 2017 sudah 
mencapai 24.000 unit menurut data yang penulis dapatkan dari Dishub 
kota Makassar. Seharusnya sejak awal becak motor beroperasi di kota 
makassar, dinas perhubungan sudah mengambil langkah antisipasi dan 
tidak dilakukan pembiaran. 
Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan tidak diatur secara jelas mengenai kendaraan becak 
motor. Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) kendaraan terbagi atas terdiri atas 
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kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Untuk kendaraan 
bermotor sendiri dikelompokkan berdasarkan jenis seperti : sepeda motor, 
mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus. Selain 
itu secara tehnis becak motor di kota makassar belum di lakukan uji 
kelayakan beroperasi tetapi keberadaannya di tengah-tengah masyarakat 
sudah sangat menjamur. Padahal dalam Pasal 48 Undang-undang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan sudah mengatur persyaratan teknis dan laik 
jalan kendaraan bermotor. Selain itu diatur pula dalam Pasal 49 tentang 
pengujian Kendaraan Bermotor. Di Kota Makassar bentor hanya memiliki 
payung hukum berupa Peraturan Walikota Makassar No. 22 Tahun 2012 
Tentang Pengendalian Operasional Kendaraan Becak Motor Dalam 
Wilayah Kota Makassar. Dalam Peraturan Walikota tersebut hanya 
mengatur ketentuan operasional yang terdapat dalam Pasal 2: 
“Wilayah operasional becak motor ditetapkan pada kawasan 
PemukimanKecamatan Tamalanrea, Pemukiman Kecamatan 
Biringkanaya, PemukimanKecamatan Tamalate dan Pemukiman 
Kecamatan Manggala” 
 
 Dengan hadirnya Peraturan Walikota tersebut semestisnya sudah 
ada batasan yang jelas terhadap ruang lingkup operasional becak motor 
di Kota Makassar, tapi fakta yang terjadi aktifitas operasional becak motor 
telah melanggar batasan yang telah ditentukan dalam Peraturan Walikota 
No. 22 tahun 2012. Hal ini menjadi masalah baru yang dihadapi oleh Kota 
Makassar terkhususnya dibidang transportasi, Dinas Perhubungan Kota 
Makasar selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap masalah 
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transportasi sepertinya belum sepenuhnya efektif dalam menangani 
masalah opresional becak motor.  
Dalam peningkatan kinerja organisasi memberikan fokus khusus 
pada sumber daya manusia (pegawai) termasuk aspek-aspek yang 
berkenaan dengannya. Potensi sumber daya manusia pada hakikatnya 
adalah merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional, 
namun selama ini masih dirasakan bahwa potensi sumber daya manusia 
tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal mengingat sebagian 
besar angkatan kerja tingkat keterampilan dan pendidikannya masih 
rendah. Hal ini berakibat pula terhadap rendahnya pendapatan dan 
kesejahteraanya. Keadaan tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap 
sikap mental tenaga kerja di lingkungan kerjanya yang berakibat 
rendahnya hasil kerja. Mengingat karena masyarakat indonesia 
mempunyai budaya yang majemuk dan adanya pengaruh budaya asing 
maka hal tersebut dapat menghambat terwujudnya sikap mental dan sikap 
sosial pegawai. 
Untuk itu maka perlu disusun motivasi di lingkungan organisasi 
sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi. Dinas Perhubungan 
Kota Makassar merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang 
memiliki peran penting sebagai pelayanan publik khususnya di bidang 
Transportasi di kota Makassar. Masalah perhubungan di kota Makassar 
sebagai ibukota provinsi Sulawesi Selatan yang akan menjadi tolok ukur 
bagi daerah lain. Mampu dan tidaknya Dinas Perhubungan Kota Makassar 
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dalam mengaplikasikan tugas-tugasnya sangat di tentukan sejauh mana 
organisasi tersebut di dukung oleh Sumber Daya Manusia yang secara 
interaktif dalam melaksanakan program-program kerjanya. 
Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka perlu dikaji lebih 
mendalam lagi mengenai permasalahan eksistensi becak motor 
khususnya terkait izin trayek dan bagaimana perizinan untuk angkutan 
umum dalam UU Lalu Lintas. Bertitik tolak dari latar belakang masalah 
yang ada, penulis mengadakan penelitian dengan judul “Pengendalian 
Becak Motor Sebagai Angkutan Umum Di Kota Makassar”. 
B. Rumusan Masalah  
Bertolak dari permasalahan tersebut diatas, maka penulis 
merumuskan masalah penelitian yaitu: 
1. Bagaimana upaya pengendalian becak motor sebagai angkutan 
umum di Kota Makassar? 
2. Bagaimanakah hambatan dalam pengendalian becak motor sebagai 
angkutan umum di Kota Makassar? 
 
C. Tujuan Penelitian  
Searah dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin 
dicapai dalam penelitian ini yaitu :  
1. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya pengendalian becak motor 
sebagai angkutan umum di Kota Makassar. 
6 
 
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan pengendalian becak 
motor sebagai angkutan umum di Kota Makassar. 
 
D. Manfaat Penelitian  
Manfaat dalam penelitian ini mengarah kepada aspek berikut :  
1. Manfaat Teoritis 
Sebagai salah satu bahan perbandingan dari studi lebih lanjut dalam 
peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu 
hukum, khususnya hukum administrasi negara. Hasil dari penelitian ini 
juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait 
pengendalian angkutan umum di Kota Makassar terutama yang 
berkaitan dengan perizinan kendaraan angkutan umum berdasarkan 
UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.  
2. Manfaat Praktis  
Hasil dari penelitian ini secara praktis dapat menjadi rujukan dan  
sumbang saran bagi Pemerintah khususnya di Dinas Perhubungan 
Kota Makassar dalam implementasi kebijakan pengendalian 










A. Konsep Perizinan 
Di dalam kamus istilah hukum, izin  (vergunning) dijelaskan sebagai 
perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang 
pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada 
umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak 
dikehendaki. Ateng Syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan 
berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi  boleh. 
Sementara itu menurut Sjahran Basah, izin adalah perbuatan hukum 
administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam 
hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana 
ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (Ridwan HR, 
2003:152) 
Selanjutnya Bagir Manan mengatakan bahwa izin dalam arti luasberarti 
suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-
undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan 
tertentu yang secara umum dilanggar. N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge 
membagi pengertian izin dalam arti luas dan arti sempit, yaitu sebagai 
berikut: 
1. Izin dalam arti luas adalah suatu instrumen yang paling banyak 
digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan 
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izin sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku 
warga. 
2. Sedangkan izin dalam arti sempit adalah pengikatan-pengikatan 
pada suatu peraturan izin pada umumnya  didasarkan pada 
keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan 
tertentu atau menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuanya 
ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-
undang tidak selurunya dianggap  tercela, namun dimana ia 
menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. 
Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu: 
pertama, instrument yuridis; kedua, peraturan perundang-undangan; 
ketiga; organ pemerintah; keempat, peristiwa konkret; kelima, prosedur 
dan persyaratan. Adapun tujuan perizinan, hal ini  tergantung pada 
kenyataan konkret yang dihadapi. Meskipun demikian, secara umum 
dapatlah disebutkan sebagai berikut: 
1. Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas 
tertentu. 
2. Mencegah bahaya bagi lingkungan. 
3. Keinginan melindungi objek-objek tertentu. 
4. Hendak membagi benda-benda yang sedikit. 
5. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas, 
dimanapengurus harus memenuhi syarat tertentu. 
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Dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan 
pemerintahan dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan 
aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, sebagai suatu upaya 
preventif, dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi 
sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum, sebagai upaya 
represif. Di samping itu, yang terpenting adalah bahwa pengawasan ini 
diupayakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi 
masyarakat.Sarana penegakan hukum itu di samping pengawasan adalah 
sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan 
perundang-undangan. Sanksi biasanya diletakkan pada bagian akhir 
setiap peraturan yang dalam bahasa latin dapat disebut  in cauda 
venenum, artinya di ujung suatu kaidah hukum terdapat sanksi. 
Arti sanksi adalah reaksi tentang  tingkah laku, dibolehkan atau 
tidak dibolehkan atau reaksi terhadap pelanggaran norma, menjaga 
keseimbanganya dalam kehidupan masyarakat (A.W Widjaja, 1999:21). 
Dalam Hukum Adminisrasi Negara dikenal beberapa macam sanksi, yaitu 
(Philipus M. Hadjon, 1993:245): 
a. Bestururdwang; 
b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan; 
c. Pengenaan denda administratif; 
d. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom). 
10 
 
Dwangsom dapat duraikan sebagai tindakan-tindakan yang nyata 
dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu 
kaidah hukum administrasi atau (bila masih) melakukan apa yang 
seharusnya ditinggalkan oleh para warga karena bertentangan dengan 
undang-undang.Pengenaan denda adminsitratif dimaksudkan untuk 
menambah hukuman yang pasti, terutama denda administrasi yang 
terdapat dalam hukum pajak. Pembuat undang-undang dapat memberikan 
wewenang kepada organ pemerintah untuk menjatuhkan hukuman yang 
berupa denda terhadap seseorang yang telah melakukan  pelanggaran 
peraturan perundang-undangan. 
Mengenai perizinan, ranah Hukum administrasi Negara yang 
mengaturnya, karena hukum ini mengatur cara-cara menjalankan tugas 
(hak dan kewajiban) dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara. 
Hukum Administrasi Negara belajar tentang perizinan karena izin 
merupakan suatu hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Izin 
harus dimohonkan terlebih dahulu dari orang yang bersangkutan kepada 
pemerintah melalui prosedur yang telah ditentukan melalui peraturan 
perundang-undangan. Arti kata “orang” disini, adalah orang dalam arti 
sebenarnya ataupun orang dalam arti artificial person yang berbentuk 
badan hukum 
Pembentukan hubungan antara masyarakat dan pemerintah salah 
satunya adalah melalui interaksi yang terjalin dalam pelayanan publik 
yang dilakukan oleh alat adminstrasi negara dalam melakukan pelayanan 
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kaitan dengan pelayanan izin. Hubungan dalam bentuk pelayanan yang 
diberikan ini, dapat menjadi tolak ukur dalam menilai baik buruknya suatu 
bentuk pelayanan. Apabila masyarakat merasa dilayani dengan baik, 
maka terdapat nilai kepuasan tersendiri yang bisa menciptakan hubungan 
yang harmonis antara pemerintah dengan rakyatnya. Tetapi sebaliknya, 
apabila masyarakat merasa didzolimi dalam mendapatkan pelayanan 
yang baik, maka masyarakat akan merasa tidak nyaman dan hilang 
kepercayaan terhadap kinerja aparat/alat adminstrasi negara, sehingga 
bisa membuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah buruk. 
Dalam hal perizinan, yang  berwenang mengeluarkan izin adalah 
pejabat administratif, kaitannya adalah dengan tugas pemerintah dalam 
hal memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Dalam hal 
pelayanan publik, izin merupakan bentuk pelayanan yang harus diberikan 
kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan administratif, yaitu 
pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang 
dibutuhkan oleh publik. Izin dapat berbentuk tertulis dan atau tidak tertulis, 
namun dalam Hukum Administrasi Negara izin harus tertulis, kaitannya 
apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diingikan, maka izin yang berbentuk 
suatu keputusan adminstrasi negara (beschicking) dapat dijadikan 
sebagai alat bukti dalam pengadilan. Izin yang berbentuk beschiking, 
sudah tentu mempunyai sifat konkrit (objeknya tidak abstrak, melainkan 
berwujud, tertentu dan ditentukan), individual (siapa yang diberikan izin), 
final (seseorang yang telah mempunyai hak untuk melakukan suatu 
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perbuatan hukum sesuai dengan isinya yang secara definitif dapat 
menimbulkan akibat hukum tertentu). 
B. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik 
 Secara umum isitilah kebijakan dan kebijaksanaan seringkali 
dipergunakan secara bergantian.Kedua istilah ini terdapat benyak 
kesamaan dan sedikit perbedaan, sehingga tak ada masalah yang berarti 
bila kedua istilah itu dipergunakan secara bergantian.Pengertian istilah 
kebijakan dan kebijaksanaan juga terdapat dalam kamus besar bahasa 
Indonesia. 
a) Kebijakan : kepandaian ; kemahiran; kemahiran Kebijakan berarti : 
1) Hal bijaksana; kepandaian menggunakan akal budinya 
(pengalaman dan pengetahuan) 
2) Pimpinan dan cara bertindak (mengenai pemerintah, 
perkumpulan dan sebagainya) 
3) Kecakapan bertindak bila menghadapi orang lain (dalam 
kesulitan dan sebagainya). (Poerwadarmita, 1994:115)  
b) Istilah kebijaksanaan biasanya digunakan untuk perbuatan yang baik, 
menguntungkan atau positif. Kebijaksanan berarti : 
1) Pandai :mahir; selalu menggunakan akal budinya  
2) Patah lidah; pandai bercakap-cakap  
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 Sedangkan policy berasal dari bahasa Latin politea yang berarti 
kewarganegaraan.Karena policy dikaitkan dengan pemerintah, maka lebih 
tepat jika diterjemahkan sebagai kebijaksanaan dan bukan kebijakan. 
Menurut Charles O. Jones, istilah kebijakan tidak hanya digunakan dalam 
praktik sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau 
keputusan yang sangat berbeda. Berkaitan dengan pengertian kebijakan 
tersebut, Carl Friedrich dalam Budi Winarmo memberikan pengertian 
sebagai berikut: Bahwa kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang 
disesuaikan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu 
lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan 
kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk 
menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau 
merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Istilah kebijakan ini 
lebih tertuju pada kebijakan (policy) yaitu kebijakan Negara, kebijakan 
yang dibuat Negara.Kebijakan publik dapat juga berarti serangkaian 
tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh 
pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh 
masyarakat. Bentuk kebijakan publik itu biasa berupa undang-undang 
atau peraturan daerah (Perda) dan yang lain . 
 Ada berbagai defenisi tentang kebijakan public yang dikemukakan 
oleh beberapa ahli. Misalnya yang dikemukakan oleh Heinz Eulau dan 
Kenneth Prewitt, yang dikutip oleh Agustino (2006:6) mendefinisikan 
kebijakan publik sebagai : “keputusan tetap yang dicirikan dengan 
14 
 
konsisten dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang 
membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusantersebut”. Dye yang 
dikutip Agustino mengatakan bahwa, “kebijakan public adalah apa yang 
dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan”. Melalui 
defenisi ini kita dapat memahami bahwa terdapat perbedaan antara apa 
yang akan dikerjakan pemerintah dan apa yang sesungguhnya harus 
dikerjakan oleh pemerintah. Meskipun terdapat bebagai definisi kebijakan 
negara (Publik policy), seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, 
bahwasanya dalam setiap kebijakan pasti membutuhkan orang-orang 
sebagai perencanaan atau pelaksanaan kebijakan maupun objek dari 
kebijakan itu sendiri.Kebijakan public dibaca dalam lingkar otoritas 
Negara, persoalan yang muncul selama ini disebabkan oleh kompetensi 
aparat yang tidak memadai atau juga pilihan agenda setting yang kurang 
tepat. Proses kebijakan dapat tercipta dalam sebuah mekanisme Interaksi 
antar Individu. 
 Proses pertukaran dan peraturan antar Individu dapat menciptakan 
sebuah mekanisme sendiri, yaitu yang merupakan sebuah proses panjang 
dari transformasi di dunia politik. Sebuah proses kebijakan merupakan 
sebuah proses yang multilinear dan kompleks. Atau dengan kata lain, 
kompleksitas sosok arena kebijakan turut mewarnai proses kebijakan 
yang ada. Hal tersebut sangatlah memungkinkan terjadi karena sebuah 
proses kebijakan selalu lahir dan besar pada ruang dan waktu yang tak 
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kosong. Dari pengertian kebijakan publik yang diuraikan diatas dapat 
disimpulkan bahwa:  
(1) Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-
tindakan pemerintah.  
(2) Kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu 
itu mempunyai tujuan tertentu.  
(3) Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat.  
 Fungsi utama dari Negara adalah mewujudkan, menjalankan dan 
melaksanakan kebijaksanaan bagi seluruh masyarakat. Hal ini berkaitan 
dengan tujuan-tujuan penting kebijakan pemerintah pada umumnya, yaitu. 
1) Memelihara ketertiban umum (Negara sebagai stabilisator)  
2) Memajukan perkembangan dari masyarakatdalam berbagai hal(Negara 
sebagai stimulator)  
3) Memadukan berbagai aktivitas (Negara sebagai coordinator)  
4) Menunjuk dan membagi benda material dan non material (Negara 
sebagai distributor). 
 Menurut James E. Anderson, kebijakan publik dapat di 
kelompokkan sebagai berikut : 
1) Substantive Policies and Procedural Policies.  
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Substantive Policies adalah kebijakan yang dilihat dari substansi masalah 
yang di hadapi oleh pemerintah .Misalnya: kebijakan politik luar negeri, 
kebijakan di bidang pendidikan, kebijakan ekonomi, dan sebagainya. 
Dengan demikian yang menjadi tekanan dari substansi policies adanya 
pokok masalahnya (subject matter) kebijakan.Procedural Policies adalah 
suatu kebijakan yang dilihat dari pihak-pihak mana saja yang terlibat 
dalam perumusan kebijakan publik, serta cara bagaimana suatu kebijakan 
publik diimplementasikan.  
2) Distributive, Redistributive, and self Regulatory policies.  
Distributive policies adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang 
pemberian pelayanan atau keuntungan bagi individu-individu, kelompok-
kelompok, perusahaan-perusahaan atau masyarakat 
tertentu.Redistributive Policies adalah kebijakan yang mengatur tentang 
pemindahan alokasi kekayaan, pemilikan, atau hak-hak di antara kelas-
kelas dan kelompok penduduk.Self Regulatory policies adalah kebijakan 
yang mengatur tentang pembatasan atau pelanggaran perbuatan atau 
tindakan bagi seseorang atau sekelompok orang. 
3) Material Policies adalah kebijakan-kebijakan tentang pengalokasian 
atau penyediaan sumber –sumber material yang nyata bagi para 
penerimanya, atau mengenakan beban-beban bagi mereka yang 
mengalokasikan sumber-sumber material tersebut.  
4) Publik Goods and Private goods policies. 
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Publik goods policies adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang 
penyediaan barang-barang dan pelayanan-pelayanan untuk kepentingan 
orang banyak.Private goods policies merupakan kebijakan-kebijakan 
tentang penyediaan barang-barang atau pelayanan-pelayanan untuk 
kepentingan perorangan yang tersedia di pasar bebas,dengan imbalan 
biaya tertentu.  
Hogwood dan Peters menganggap ada sebuah proses linear pada 
sebuah kebijakan yaitu policy innovation – policy succession – policy 
maintenance – policy termination. Policy innovation adalah saat dimana 
pemerintah berusaha memasukkan sebuah problem baru yang diambil 
dari hiruk-piruk kepentingan yang ada di masyarakat untuk kemudian 
dikonstruksi menjadi sebuah kebijakan yang relevan dengan konteks 
tersebut.Policy succession akan terbentuk setelah aspirasi itu didengar 
oleh pemerintah dan pemerintah akan mengganti kebijakan yang ada 
dengan kebijakan baru yang lebih baik. Policy maintence adalah sebuah 
pengadaptasian atau penyesuaian kebijakan baru yang dibuat tersebut 
untuk keep the policy on track. Policy termination adalah saat dimana 
kebijakan yang ada tersebut dan dianggap sudah tidak sesuai lagi maka 
kebijakan tersebut dihentikan.Kebijakan Negara dalam bentuk kebijakan 
hukum yang disepakati dalam tata urutan kebijakan berkedudukan 
sebagai kebijakan strategi yang tertinggi. 
 Lahirnya berbagai kebijakan dalam berbagai aktualisasi yang 
secara hierarki dimulai dari kebijakan tertinggi setelah undang-undang 
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dasar, (dulu) disebut Garis-garis besar Haluan Negara, hingga pada 
tingkat terbawah seperti peraturan-peraturan dareah. Kebijakan 
pemerintah berkaitan dengan sistem kehidupan nasional yang berada 
dalam kondisi yang berubah dari waktu ke waktu, ada kesatuan bentuk 
dalam segala aspek kehidupan sosial, dan ada saat-saat di mana konflik 
dapat diredam dengan upaya penciptaan kesatuan bentuk dalam segala 
aspek kehidupan sosial, dan ada saat semua konflik harus dikembangkan 
dalam alam demokrastis guna pemberdayaan yang diharapkan. Hal ini 
akan berbeda-beda pula dalam setiap konteks kehidupan, seperti konteks 
politik, administrasi Negara dan pemerintahan daerah. Kebijakan adalah 
isi yang menjadi komitmen dari kebijakan, sedangkan pelaku kebijakan 
yang disebut pula sebagai stakeholder.Adapun yang dimaksudkan dengan 
lingkungan adalah keadaan sosial politik, sosial budaya, sosial ekonomi, 
pertahanan dan keamanan, kehidupan sosial, nasional, regional, dan 
internasional, yang secara khusus akan menjadi topik pada pembicaraan 
selanjutnya. 
 Dalam konsep lainya seorang pakar bernama William N. Dunn 
(1994) mengatakan proses analisis kebijakan public merupakan 
serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan 
yang bersifat politis. Aktivitas politis itu nampak pada serangkaian 
kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, 
adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian. 
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 Isu kebijaksaan adalah usaha sistematis untuk merumuskan 
masalah,evaluasi program kebijaksanaan adalah usaha sistematis untuk 
menentukan tingkat seberapa jauh masalah telah secara nyata dapat 
diatasi.Salah satu perbedaan pokok antara keduanya terletak pada 
waktu.Isu kebijaksanaan disiapkan sebelum tindakan dilakukan (bersifat 
prospektif),sedangkan program evaluasi kebijaksanaan dibuat setelah 
diambilnya suatu kebijakan (retrospektif). Pandangan yang dikemukakan 
oleh William N. Dunn (2000:169) ini menjadi dasar pemikiran untuk 
menilai hakekat pentingnya suatu evaluasi kebijakan.Lebih lanjut dia 
menjelaskan bahwa evaluasi program kebijaksanaan dimulai dengan 
menjelaskan usaha-usaha yang telah dilakukan dalam perumusan 
masalah, peramalan mengenai akibat-akibat dari alternatife, dan 
pembuatan usulan. Evaluasi program kebijaksanaan yang dirancang 
dengan berhasil membutuhkan cara penyusunan masalah yang kreatif, 
sikap alternatif kebijaksanaan yang baru,dan kerangka arah tindakan yang 
baru atau diperbarui, meskipun evaluasi program kebijaksanan normalnya 
berhenti pada pembuatan usulan yang eksplisit. Berbagai argumentasi 
Dunn diatas merupakan bahan pertimbangan yang menyebabkan peneliti 
lebih memilih untuk menggunakan metode-metode ”evaluasi kebijakan” 
dari pada “analisis kebijakan”. 
 Karena dengan melakukan evaluasi kebijakan yang telah 
dikeluarkan outputnya akan menghasilkan rekomendasi tindakan 
selanjutnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah, maka tentunya 
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sumbangsih terhadap pemerintah daerah akan jauh lebih lebih konkrit. 
Sementara analisis kebijakan bersifat peramal (forecasting) yang belum 
dapat dipastikan hasilnya. 
Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai 
beberapa faktor penghambat,yaitu:  
a) Isi Kebijakan 
 Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi 
kebijakan,maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup 
terperinci,sarana-sarana dan penerapan prioritas,atau program-program 
kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua,karena 
kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan. 
Ketiga,kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan 
adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab 
lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat 
terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumberdaya-
sumberdaya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana 
dan tenaga manusia.  
b) Informasi 
Implemntasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang 
peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat 
berkaitan untuk dapat memainkan peranya dengan baik. Informasi ini 




Pelaksaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada 
pengimplementasiannya tidak cukup dukungan unutuk pelaksanaan 
kebijakan tersebut.  
d) Pembagian potensi 
Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu 
kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantaranya 
para pelaku yang terlibat dalam implementasi.Dalam hal ini berkaitan 
dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana.Struktur 
organisasi pelaksana dapat menimbulkan masalah-masalah apabila 
pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan 
pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan 
yang kurang jelas.Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-
kebijakan yang kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan 
warga masyarakat dalam implementasinya. Menurut James Anderson, 
faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan 
melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu : 
1) Adanya konsep ketidak patuhan selektif terhadap hukum, dimana 
terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik 
yang bersifat kurang mengikat individu-individu : 
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2) Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan 
dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai 
atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah.  
3) Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara 
anggota masyarakat yang mencendrungkan orang bertindak dengan 
menipu atau dengan jalan melawan hukum.  
4) Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” kebijakan 
yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi 
sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik. 
5) Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan 
sistem nilai yang dimuat masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok 
tertentu dalam masyarakat. 
 Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila 
dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota 
masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai 
anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh 
pemerintah atau Negara, sehingga apabila perilaku atau perbuatan 
mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau Negara, maka 







C. Konsep Pengendalian 
 
Pengendalian (pengawasan) atau controlling adalah bagian terakhir 
dari fungsi manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan 
pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dilaksanakan sebaik-
baiknya. Fungsi manajemen yang dikendalikan adalah perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian itu sendiri. Kasus-
kasus yang banyak terjadi dalam organisasi adalah akibat masih 
lemahnya pengendalian sehingga terjadilah berbagai penyimpangan 
antara yang direncanakan dengan yang dilaksanakan. Pengendalian 
merupakan proses pemantauan, penilaian dan pelaporan rencana atas 
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna 
penyempurnaan lebih lanjut. Beda pengawasan dengan pengendalian 
adalah pada wewenang dari pengembang kedua istilah tersebut. 
Pengendalian memiliki wewenang turun tangan yang tidak dimiliki oleh 
pengawas. Pengawas hanya sebatas memberi saran, sedangkan tindak 
lanjutnya dilakukan oleh pengendali. 
Asas-asas pengendalian yaitu (Harold Koontz, Cyril O’Donnel : 23): 
1) Asas Tercapainya Tujuan 
Pengendalian harus ditujukan ke arah tercapainya tujuan yaitu 
dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan-
penyimpangan dari rencana. 
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2) Asas Efisiensi Pengendalian 
Pengendalian itu efisien,jika dapat menghindari penyimpangan dari 
rencana, sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain yang di luar 
dugaan. 
3) Asas Tanggung Jawab Pengendalian   
Pengendalian hanya dapat dilaksanakan jika jika manajer 
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana. 
4) Asas Pengendalian terhadap Masa depan 
Pengendalian yang efektif harus ditujukan ke arah pencegahan 
penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi, baik pada waktu 
sekarang maupun masa yang akan datang. 
5) Asas Pengendalian Langsung 
Teknik kontrol yang paling efektif ialah mengusahakan adanya 
manajer bawahan yang berkualitas baik. Pengendalian itu 
dilakukan oleh manajer, atas dasar bahwa manusia itu sering 
berbuat salah. Cara yang paling tepat untuk menjamin adanya 
pelaksanaan yang sesuai dengan rencana adalah mengusahakan 
sedapat mungkin para petugas memiliki kualitas yang baik. 
6) Asas Refleksi Rencana 
Pengendalian harus disusun dengan baik sehingga dapat 
mencerminkan karakter dan susunan rencana. 
7) Asas Penyesuaian dengan Organisasi 
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Pengendalian harus dilakukan sesuai dengan struktur organisasi. 
Manajer dengan bawahannya merupakan sarana untuk 
melaksanakan rencana. Dengan demikian pengendalian yang 
efektif harus disesuaikan dengan besarnya wewenang manajer 
sehingga mencerminkan struktur organisasi. 
8) Asas Pengendalian Individual 
Pengendalian dan teknik pengendalian harus sesuai dengan 
kebutuhan manajer. Teknik pengendalian harus ditujukan terhadap 
kebutuhan-kebutuhan akan informasi setiap manajer. 
9) Asas Standar 
Pengendalian yang efektif dan efisien memerlukan standar yang 
tepat yang akan dipergunakan sebagai tolok ukur pelaksanan dan 
tujuan yang akan dicapai. 
10) Asas Pengendalian Terhadap Strategis 
Pengendalian yang efektif dan efisien memerlukan adanya 
perhatian yang ditujukan terhadap faktor-faktor yang strategis 
dalam perusahaan. 
11)  Asas Kekecualian 
Efisiensi dalam pengendalian membutuhkan adanya perhatian 
yang ditujukan terhadap faktor kekecualian. 
12)  Asas Pengendalian Fleksibel 




13)  Asas Peninjauan Kembali 
Sistem pengendalian harus ditinjau berkali-kali agar sistem yang 
digunakan berguna untuk mencapai tujuan. 
14)  Asas Tindakan 
Pengendalian dapat dilakukan apabila ada ukuran-ukuran untuk 
mengoreksi penyimpangan-penyimpangan rencana, organisasi, 
staffing, dan directing. 
Pengendalian pada suatu organisasi akan berjalan terus dan 
semakin kompleks dari waktu ke waktu, banyaknya orang yang berbuat 
kesalahan dan guna mengevaluasi atas hasil kegiatan yang telah 
dilakukan, inilah yang membuat fungsi pengendalian/pengawasan 
semakin penting. Tanpa adanya pengendalian yang baik tentunya akan 
menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu 
sendiri maupun bagi para pekerjanya. Berbagai perubahan lingkungan 
dalam suatu lembaga terjadi terus-menerus dan tidak dapat dihindari. 
Semakin meningkatnya kompleksitas lembaga juga semakin memerlukan 
pengendalian yang lebih hati-hati.  
Terkait dengan pengendalian becak motor di Kota Makassar, pada 
Peraturan Walikota Makassar Nomor 22 tahun 2012 tentang operasional 
kendaraan becak motor dalam wilayah Kota Makassar merupakan 
regulasi yang dibuatkan oleh Pemerintah Kota Makassar untuk mengatur 
dan menertibkan wilayah operasional becak motor di Kota Makassar. 
Pada pasal 2 Peraturan Walikota Makassar Nomor 22 tahun 2012 tentang 
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operasional kendaraan becak motor dalam wilayah Kota Makassar 
menjelaskan bahwa: 
Wilayah operasional becak motor ditetapkan pada kawasan 
Pemukiman Kecamatan Tamalanrea, Pemukiman Kecamatan 
Biringkanayya, Pemukiman Kecamatan Tamalate dan Pemukiman 
Kecamatan Manggala. 
 
Jadi, becak motor yang beroperasi di Kota Makassar telah diatur 
wilayah operasionalnya oleh Pemerintah Kota Makassar dengan 
Peraturan Walikota Makassar Nomor 22 tahun 2012 tentang operasional 
kendaraan becak motor dalam wilayah kota Makassar. 
D. PengaturanTentang UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 
tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada 
tanggal 22 Juni 2009. Undang-Undang ini adalah kelanjutan dari Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1992, terlihat bahwa kelanjutannya adalah 
merupakan pengembangan yang signifikan dilihat dari jumlah klausul yang 
diaturnya, yakni yang tadinya 16 bab dan 74 pasal, menjadi 22 bab dan 
326 pasal.  
Jika kita melihat UU sebelumnya yakni UU Nomor 14 Tahun 1992 
menyebutkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai 
pengamalan Pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan 
strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan 
hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan 
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wilayah. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan 
strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkukuh 
persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan 
bangsa dan negara. 
Berbeda dengan undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, UU ini 
melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis 
dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian 
dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya di dalam batang 
tubuh di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang 
ini adalah :terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang 
aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lain 
untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan 
umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu 
menjunjung tinggi martabat bangsa;terwujudnya etika berlalu lintas dan 
budaya bangsa; dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum 
bagi masyarakat. Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan 
menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, 
tertib, dan lancar melalui: kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, 
dan/atau barang di Jalan;kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, 
dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan kegiatan 
yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan 
Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu 
Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
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Mencermati lebih dalam dari semangat yang telah disebutkan di 
atas, maka kita harus lebih dalam lagi melihat isi dari Pasal-Pasal yang 
ada di UU Nomor 22 Tahun 2009. Dari sini kita akan tahu apakah 
semangat tersebut seirama dengan isi dari pengaturan-pengaturannya, 
atau justru berbeda. Selanjutkan kita dapat melihat bagaimana UU ini 
akan berjalan dimasyarakat serta bagaimana pemerintah sebagai 
penyelenggara negara dapat mengawasi serta melakukan penegakannya. 
1. Izin Angkutan Umum 
Untuk masalah Perizinan, kita merujuk pada Pasal 173 ayat (1) UU 
LLAJ: 
“Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan 
orang dan/atau barang wajib memiliki: 
a.   izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; 
b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; 
dan/atau 
c.   izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat” 
 
Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 
Tentang Angkutan Jalan (selanjutnya disebut PP Angkutan Jalan) 
menetapkan bahwa Perusahaan Angkutan Umum yang 
menyelenggarakan Angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki izin 
penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek, izin penyelenggaraan 
Angkutan orang tidak dalam trayek dan/atau izin penyelenggaraan 
Angkutan barang khusus. Perusahaan Angkutan Umum juga harus 
berbentuk badan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (1) PP 
30 
 
Angkutan Jalan. Badan hukum yang dimaksud dapat saja berbentuk 
BUMN, BUMD, PT, maupun koperasi. 
Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek diberikan oleh 
Menteri, untuk penyelenggaraan Angkutan orang yang melayani: 
1) Trayek lintas batas negara sesuai dengan perjanjian antar 
negara; 
2) Trayek antar kabupaten/kota yang melampaui wilayah 1 
(satu) provinsi; 
3) Trayek Angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1 
(satu) provinsi; dan 
4) Trayek perdesaan yang melewati wilayah 1 (satu) provinsi. 
Terkait trayek antarkota yang melampaui wilayah 1 (satu) 
kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, trayek angkutan perkotaan yang 
melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, dan  
trayek perdesaan yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten dalam 1 
(satu) provinsi diberikan oleh Gubernur. Begitupun dengan wilayah 
kabupaten yang diberikan oleh Bupati. Hal ini juga berlaku untuk izin 
angkutan umum orang yang tidak dalam trayek. 
Selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 72 
Tahun 2016 bahwa perusahaan anglkutan umum wajib memiliki paling 
sedikit 5 kendaraan atas nama perusahaan tersebut dan surat tanda bukti 
lulus uji kendaraan bermotor, memiliki tempat penympanan kendaraan, 
menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan yang dibuktikan dengan 
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dokumen kepemilikan atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain, dan 
mempekerjakan pengemudi yang memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) 
Umum sesuai golongan kendaraan. Jika telah memenuhi semua 
ketentuan tersebut, maka diberikan surat izin penyelenggaraan angkutan 
yang berlaku selama 5 tahun. 
 
2. Kebijakan Angkutan Umum Di Kota Makassar 
Kota Makassar merupakan salah satu kota besar di indonesia yang 
terus mengalami perkembangan yang pesat dari tahun ke tahun, 
perkembangan yang dipicu makin meningkatnya jumlah penduduk dikota 
Makassar, posisi Kota Makassar sebagai sentra perkembangan ekonomi 
di kawasan timur di Indonesia dan sebagai kota pusat pendidikan untuk 
kawasan timur Indonesia menjadi faktor penarik bagi proses urbanisasi 
penduduk yang tentunya berefek pada peningkatan jumlah penduduk dan 
tentunya berdampak pada perkembangan penigkatan permintaan 
transportasi di kota makassar. Seperti halnya dengan kota pada umumnya 
dimana  terdapat kesenjangan antara tingginya permintaan akan 
transportasi dengan ketersediaan lahan sarana dan prasarana 
transportasi, hal ini pun terjadi di kota Makassar yang tentunya harus 
mendapat perhatian dan penanganan yang serius untuk mencegah 
dampak negatif berupa kesemrautan transportasi kota, kemacetan 
lalulintas, dan polusi. 
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 Dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat cenderung 
menggunakan kendaraan pribadi sebagai modal transportasi yang favorit 
untuk mengakomodir pergerakannya, tingginya penggunaan kendaraan 
pribadi ini juga tidak dapat dilepaskan karena tidak tersedianya sistem 
angkutan umum massal di kota Makasar, angkutan umum yang beroprasi 
pada kota ini masih bertumpu pada penggunaan angkutan umum 
penumpang non bus yang untuk saat ini tidak efesien dan sesuai lagi 
dengan perkembangan kota Makassar, karena itu peningkatan 
pergerakan transportasi yang cukup besar ini haruslah diakomodir dengan 
baik dengan penyediaan sistem angkutan umum massal berbasis bus. 
Dengan melihat kondisi seperti yang diurai di atas maka sangat diperlukan 
sebuah studi yang membahas tentang perencanaan pengembangan 
sistem transportasi angkutan umum massal sebagai salah satu solusi bagi 
persoalan transportasi di kota Makassar. Karena peningkatan permintaan 
transportasi ini tentunya akan menjadi ancaman tersendiri kedepannya 
bagi kota Makassar ketika hal ini tidak segera diatasi dengan penyediaan 
sistem transportasi angkutan umum massal berbasis bus yang 
baik,nyaman dan terjangkau bagi masyarakat. 
Kondisi transportasi kota Makassar saat ini sudah cukup 
mengkhawatirkan dan dengan melihat perkembangan kota yang sangat 
pesat maka dapat dipastikan bahwa persoalan transportasi ini akan 
semakin bertambah parah dan tentunya akan memberikan dampak yang 
negatif bagi perkembangan kota Makassar kedepannya, karena itu perlu 
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adanya bentuk perhatian dalam bentuk perencanaan penanganan 
persoalan transportasi kedepannya. 
Pertumbuhan jumlah kendaraan di Kota Makassar yang semakin 
meningkat makin mengecilkan peran angkutan umum dalam 
mengakomodir pergerakan penduduk dalam perkotaan, dalam hal 
penyediaan angkutan umum di kota Makassar saat ini masih bertumpu 
pada penggunaan angkutan umum non bus/angkot atau dalam bahasa 
Makassar disebut dengan pete-pete. Angkutan umum ini melayani 
pergerakan masyarakat baik itu didaerah pinggiran maupun pada daerah 
pusat kota dan terkadang justru menjadi sumber kemacetan karena 
memang jumlahnya yang sudah terlampau banyak saat ini. 
Penyediaan angkutan umum berbasis non bus yang menjadi 
andalan kota Makassar saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi 
perkembangan kota Makassar, penggunaan angkutan umum ini yang 
hanya menampung 10-12 orang saja tentunya sudah sangat tidak efeisen 
lagi baik itu dalam penggunaan ruas jalan maupun dalam hal penggunaan 
energy, selain itu pengelolaan angkutan umum non bus (petepete) masih 
tersegmentasi karena masih dimiliki oleh individu dan belum secara 
terstruktur mencerminkan kualitas pelayanan angkutan umum yang baik 
sehingga control terhadap pengoprasian angkutan umum ini menjadi lebih 
sulit, begitupun dengan penataan jaringan trayek masih sangat lemah, 
yang ditunjukkan oleh menumpuknya penumpang dan sebaliknya kosong 
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pada wilayah tertentu, waktu tunggu masih terlalu lama, dan tidak 
terhubungkan dengan pusat-pusat kegiatan penting perkotaan. 
Penyediaan angkutan umum berbasis non bus dikota Makassar 
yang sudah tidak efesien lagi serta masih tersegmentasi karena 
pengelolaannya yang masih ditangani individu-individu serta penataan 
jalur trayek yang tidak baik memberikan dampak negatif bagi pergerakan 
atau mobilitas masyarakat dalam  melaksanakan aktivitas kesehariaannya 
karena itu maka pemerintah Kota Makassar menyediakan angkutan umum 
berbasis bus dengan tingkat pelayanan baik, harga yang terjangkau untuk 
melayani pergerakan masyarakat. Sistem pengoperasian atau 
pengelolaan angkutan umum berbasis bus ini langsung ditangani oleh 
pihak pemerintah sehingga memudahkan kontrol pelayanan dari sistem 
angkutan umum perkotaan ini serta memudahkan masyarakat dalam 
menyampaikan pendapat, saran dan kritikan mengenai pelayanan sistem 
transportasi perkotaan dan hal ini kemudian dapat dijadikan sebagai 
bahan evaluasi bagi pihak pengelola atau pemerintah terhadap kinerja 











A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana 
penelitianakan dilakukan. Adapun tempat penelitian yang akan dilakukan 
oleh penulis berlokasi di Kota Makassar. Penelitian di tempatkan pada 
kantor Dinas Perhubungan Kota Makassar, dimana Kantor Dinas 
Perhubungan Kota Makassar merupakan bagian pelaksana dalam 
pengendalian opresional becak motor di Kota Makassar. 
 
B. Tipe Penelitian 
Penulis menggunakan tipe penelitian normatif empiris.Penelitian 
dengan tipe ini merupakan bentuk penelitian yang melihat aturan hukum 
secara normatif positivistik terkait semua aturan yang berhubungan 
dengan lalu lintas dan angkutan jalan.Konsistensi setiap aturan tersebut 
dari hierarki tertinggi kemudian dilihat penerapannya di lapangan.Hal ini 
guna memperoleh fakta yang sifatnya komperhensif. 
 
C. Jenis Dan Sumber Data 
Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data 
primer dan data sekunder. 
1) Data primer merupakan data mengenai ketentuan peraturan 
perundang-undangan terkait permasalahan yang penulis angkat. 
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2) Data sekunder merupakan data yang berasal dari survey lapangan dan 
diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa 
buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, laporan-laporan maupun arsip-
arsip resmi yang dapat mendukung kelengkapan data primer. 
Untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian serta adanya 
hasilyang representatif, maka diperlukan informan yang memahami dan 
mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.Adapun 
informan yang dimaksud adalah: 
1. Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar 
2. Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Makassar  
3. Petugas Pelayanan  Izin Trayek Kota Makassar 
4. Masyarakat yang menggunakan Becak Motor 
5. Pemilik Becak Motor 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data 
primer dandata sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan data 
sekunder tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu : 
1. Telaah dokumen  
Telaah dokumen, yaitu dilakukan dengan menelusuri beberapa 
dokumenyang berkaitan dengan objek penelitian guna mendapatkan 
datasekunder,yang berhubungan dengan teori-teori, undang-undang, 
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buku-buku dan dokumen tentang izin trayek becak motor, kemudian 
akan mengkaji dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan.  
2. Observasi 
Observasi yaitu pengamatan secara langsung di lokasi penelitian guna 
memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang 
diteliti terkait dengan pengelolaan retribusi daerah pada 
dinasperhubungan Kota Makassar. 
3. Wawancara 
Wawancara yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan 
data melalui Tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan 
yang dianggap mengetahui banyak tentang obyek dan masalah 
penelitian. 
 
E. Teknik Analisis Data 
Data yang diperoleh dari lokasi baik data primer maupun data 
sekunder akan disusun dan disajikan serta dianalisis dengan 
menggunakan deskriptif kualitatif adalah analisis yang diwujudkan dengan 
cara menggambarkan kenyataan atau keadaan atau suatu objek dalam 
bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-
pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Hasil analisis 
tersebut kemudian diinterprestasi guna memberikan gambaran yang jelas 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pengendalian Becak Motor Di Kota Makassar 
Sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Walikota Makassar 
nomor 22 tahun 2012 tentang Pengendalian Operasional Kendaraan 
Becak Motor Dalam Wilayah Kota Makassar, becak motor di wilayah Kota 
Makassar belum memiliki payung hukum yang kuat. Pada konteks 
pengendaliannya di Perwali nomor 22 tahun 2012 tentang pengendalian 
operasional kendaraan becak motor di Kota Makassar pada pasal 2 hanya 
mengatur tentang wilayah operasional kendaraan becak motor yaitu di 
daerah pemukiman dan 4 kecamatan di Kota Makassar, bukan di jalan 
protokol dan semua wilayah kecamatan yang sering disaksikan di wilayah 
kota Makassar. Pada pasal 5 perwali 22 tahun 2012 dijelaskan bahwa 
pemilik kendaraan becak motor yang tidak merubah / menyesuaikan 
spesifikasi rancang bangun kendaraan becak motor dalam waktu yang 
ditentukan akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin operasional. 
Lalu pada pasal 4 Peraturan Walikota Makassar 22 tahun 2012 
menjelaskan bahwa setiap kendaraan becak motor agar bisa 
mendapatkan izin dan bisa beroperasi, maka harus memenuhi standar 
kelaikan jalan yang dimana pemiliknya harus menyesuaikan spesifikasi 
rancang bangun kendaraan becak motor sesuai ketentuan peraturan yang 
berlaku.   
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Membahas pengendalian becak motor yang dilakukan Pemerintah 
Kota perlu diperhatikan beberapa hal, pertama yaitu komunikasi. 
Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dari suatu sumber 
berita kepada penerima berita melalui media tertentu dengan tujuan untuk 
mendapatkan tanggapan dari penerima. Komunikasi merupakan sarana 
untuk menyebarluaskan informasi. Untuk menghindari gangguan pada 
komunikasi, perlu adanya ketetapan waktu dalam penyampaian informasi, 
harus jelas informasi yang disampaikan memiliki ketelitian dan konsistensi 
dalam menyampaikan informasi. Komunikasi ada dalam setiap kehidupan 
manusia baik itu secara verbal maupun non verbal karena manusia 
berkomunikasi untuk berinteraksi satu sama lain. 
 Dalam hal pengendalian becak motor, komunikasi merupakan 
penyampaian informasi dari pihak pembuat kebijakan kepada pelaksana 
kebijakan dan kemudian diteruskan kepada pengendara becak motor. 
Penyampaian informasi dari pihak pembuat kebijakan kepada pelaksana 
kebijakan dinamakan instruksi atau petunjuk. Komunikasi ini bersifat satu 
arah, yaitu dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Umpan 
balik dari pelaksana kebijakan kepada pembuat kebijakan sangatlah kecil. 
Sedangkan penerusan penyampaian informasi dari pelaksana kegiatan 
kepada pengendara becak motor berupa sosisalisasi. Komunikasi ini 
berjalan dua arah baik dari pelaksana kebijakan kepada pengendara 
becak motor maupun dari pengendara becak motor kepada pelaksana 
kebijakan. Komunikasi dari pelaksana kebijakan kepada pengendara 
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becak motor dapat berupa petunjuk teknis. Sedangkan komunikasi dari 
pengendara becak motor kepada pelaksana kebijakan dapat berupa 
pertanyaan dan saran. 
Komunikasi sendiri memiliki 3 unsur penting, yaitu transmisi, 
kejelasan komunikasi dan konsistensi komunikasi. Transmisi informasi 
merupakan proses penyaluran informasi suatu hal dari pihak satu kepada 
pihak lainnya melalui sarana media. Penyaluran informasi merupakan 
tahap awal dari berjalannya informasi. Apabila penyaluran komunikasi 
berjalan dengan lancar, maka proses komunikasipun akan efektif. 
Sebaliknya jika terjadi gangguan pada proses penyaluran informasi, maka 
proses komunikasipun akan berjalan tidak lancar. 
 Dalam hal pegendalian becak motor, transmisi komunikasi adalah 
proses penyaluran informasi dari pelaksana kebijakan kepada pengendara 
becak motor, informasi yang diberikan berupa himbauan batasan 
opresional becak motor, standar model becak motor dan ketentuan 
pangkalan becak motor. Informasi mengenai pengendalian opresional 
becak motor diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar selaku 
pelaksana kebijakan. 
 Transmisi komunikasi yang baik adalah proses penyaluran 
informasi daripengirim pesan kepada penerima pesan tanpa merubah 
informasi yang ada.Sehingga penerima pesan dapat mengerti dan 
memahami pesan yang dikirim. Dalam hal pengedalian operasional becak 
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motor, pelaksana kebijakan memberikan informasi kepada pengendara 
becak motor melalui media yang disebut sosialisasi batas opresional 
becak motor. Peneliti inginmengetahui proses transmisi komunikasi dalam 
pengendalian opresional becak motor. Sehingga penelitimelakukan 
wawancara dengan beberapa pengendra becak motor yang pernah 
melakukan sosialisasi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh 
peneliti, pengendara becak motor merasa kurang puas dengan hasil 
sosialisasi. Hal ini diungkapkan oleh salah satu pengendara becak motor 
yang bernama Dg.Naba dalam wawancaranya sebagai berikut : 
 “Saya tidak setuju dengan sosialisasi tersebut, karena dia batasi ki 
untuk cari nafkah” 
 Dg.Naba berpendapat bahwa hasil dari sosisalisasi tersebut 
tidaklah memuaskan, disebabkan pengendara becak motor sangat 
dibatasi ruang opresionalnya. Sehingga hal tersebut sangat berpengaruh 
kepada pendapatan mereka sehari-hari.Hal ini kembali di tegaskan oleh 
Dg.Naba selaku narasumber peneliti. 
 “Tidak cukup kodong penghasilanku kalau cuma bisa antar jemput 
penumpang di wilayah perumahan” 
Sosialisasi yang dilakukan Dinas Perhubungan selaku pihak 
pelaksana kebijakan sudah cukup baik, hanya saja banyak hal dalam 
sosialisasi tersebut dianggap tidak menguntungkan para pengendara 
becak motor, dikarenakan banyak hal yang membatasi ruang opresional 
pengendara becak motor. 
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Komunikasi yang jelas merupakan komunikasi yang 
tidakmembingungkan ketika pesan diterima.Pesan harus jelas hingga 
diterima olehpenerima pesan.Kejelasan informasi berperan penting dalam 
menunjangkelancaran komunikasi antara pembuat kebijakan dan 
pelaksana kebijakan.Apabila informasi yang disampaikan tidak jelas, akan 
mengganggu prosesimplementasi kebijakan karena informasi akan 
menjadi disalah artikan olehpenerima informasi. 
 Dalam sosialisasi pengendalian becak motor, kejelasan komunikasi 
dipengaruhi olehkemampuan narasumber menyampaikan informasi 
kepada penerima pesan.Narasumber yang baik adalah narasumber yang 
dapat menyampaikan informasikepada penerima informasi tanpa merubah 
atau mengurangi informasi yangdisampaikan.Sehingga dapat 
membingungkan penerima informasi. Narasumber yang ada dalam 
sosialisasi pengendalian opresional becak motor adalah Raditya yang 
menjabat staf Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kota 
Makassar. Beliau merupakan narasumber peneliti di Dinas Perhubungan 
Kota Makassar. Menurut Dg.Naba, pembicara sudah bagus namun masih 
kurangfokus. Hal ini ditegaskan dalam wawancaranya 
“Bagus ji yang bawakan sosialisasi, Cuma tidak terlalu diperhatikan 
ki keluhan para pengendara” 
 Menurut Dg.Naba bahwa narasumber sudah bagus dalam 
meyampaikan informasi dan sudah sangat cukup jelas.Hanya saja 
narasumber dianggap tidak terlalu memperhatikan keluhan dari para 
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pengendara, dikarenakan ada beberapa pertanyaan pengendara yang 
tidak dijawab dengan jelas oleh narasumber.Konsistensi dari komunikasi 
akan membantu komunikasi yangdisampaikan sehingga dapat mudah 
dimengerti oleh penerima komunikasi.Penerima komunikasi juga dapat 
memahami maksud dan tujuan yang sedangdibicarakan.Konsistensi 
komunikasi dapat mencegah timbulnya kebingungan daripihak pelaksana 
kebijakan di lapangan.Konsistensi komunikasi dalam pengendalian becak 
motor terdapat pada informasiyang disampaikan kepada para penerima 
informasi. Informasi dapat berupapetunjuk teknis pelaksanaan 
pengendalian becak motor. 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Raditya, Pak Raditya 
menjelaskan bahwa tidak terjadi gangguan yangmengganggu konsistensi 
informasi selama beliau menjadi narasumber dalam sosialisasi 
pengendalian becak motor.Seperti yang diungkapkan Pak Raditya pada 
saat wawancara. 
 “Tidak ada ji dek, karena saya menjelaskan dengan cukup detil, 
kalaupun ada yang kurang jelas, ya mereka bertanya saja to dek” 
 Pada saat Raditya menjelaskan tentang batasan opresional becak 
motor,beliau menjelaskan secara terperinci. Setelah menjelaskan batas 
opresional becak motor, Raditya membuka sesi tanya jawab pada saat 
sosialisasi selamasatu atau dua jam. Hal ini dilakukan agar para 
pengendara becak motor yang belum mengerti dapatbertanya kepada 
beliau. Menurut Raditya, forum diskusi pada sosialisasi batasan 
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operasional becak motor termasuk aktif karena alokasi waktu satu atau 
dua jam untuk tanyajawab dirasa masih kurang. 
Dalam pelaksanaan pengendalian becak motor, penempatan staf 
adalah staf Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kota 
Makassar. Penempatan staf bidang lalu lintas dan angkutan jalan pada 
Dinas Perhubungan Kota Makassar belum sesuai dengan keahlian. Hal ini 
sesuai dengan wawancara dengan Pak Raditya : 
 “Masih belum dek, karena disini tidak ada pembagian khusus staf 
yang sesuai dengan keahlian masing-masing” 
 Pak Raditya menegaskan bahwa di Dinas Perhubungan Kota 
Makassar belum ada penempatan khusus dari setiap bidang yang ada 
dan sesuai dengan keahlian setiap pegawai, hal ini yang dianggap penting 
oleh Pak Raditya.Sehingga kedepannya setiap pegawai sudah berada 
tepat dalam bidang yang sesuai dengan keahlian mereka. 
Dalam penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa faktor 
penghambat dalam implementasi kebijakan pengendalian becak motor di 
Kota Makassar. Kurangnya jumlah pegawai pada Dinas Perhubungan 
Kota Makassar merupakan salah satu faktor utama kurang maksimalnya 
kebijakan tersbut, seperti yang dikatakan pak Raditya dalam 
wawancaranya sebagai berikut : 




 Pak Raditya mengeluhkan kurangnya personil pada Dinas 
Perhubungan Kota Makassar yang menyebabkan sulitnya bagi mereka 
untuk melakukan pengawasan kepada becak motor yang tersebar 
diseluruh kecamatan di Kota Makassar. Selain masalah kurangnya 
anggota Pada Dinas Perhubunngan Kota Makassar, terdapat juga 
masalah tidak adanya sanksi yang berat kepada para pengendara becak 
motor yang tidak tertib terhadap kebijakan tersebut, seperti yang 
dikatakan Pak Raditya, yang merupakan salah satu pegawai Dinas 
Perhubungan Bidang Lalu Lintas dan Agkutan : 
 “Tidak ada sanksi yang berat kepada para pengendara becak 
motor, sehigga mereka seenaknya saja melanggar kebijakan 
tersebut” 
 Akibat tidak adanya sanksi yang berat kepada para pengendara 
becak motor, mereka melakukan pelanggaran itu berkali-kali, bahkan 
banyak yang sudah tidak mengindahkan lagi kebijakan yang ada. 
 Selain masalah kurangnya pegawai pada dinas perhubungan Kota 
Makassar dan juga tidak adanya sanksi yang berat pada para pengendara 
becak motor, masalah yag penulis anggap penting untuk menjadi 
perhatian ialah becak motor tersebut belum memiliki izin resmi layakya 
kendaraan agkutan umum lainnya, dikarenakan belum ada sikap yang 
tegas dari pemerintah terhadap status becak motor, mungkin hal ini yang 
harus menjadi fokus kedepan Dinas Perhubungan Kota Makassar, Dinas 




Populasi kendaraan umum jenis becak motor atau bentor di kota 
Makassar ini kian tak terkendali, Jumlahnya yang semakin banyak 
membuat pemerintah terkait tak dapat melakukan penertiban secara 
sepihak. Pasalnya penertiban bentor tak hanya melibatkan satu Dinas 
pemerintahan, melainkan lintas sektor yang juga memiliki tanggungjawab 
untuk menertibkan bentor. Pemerintah Kota Makassar memberikan 
kebijakan kepada Dinas Perhubungan Kota Makassar untuk melakukan 
pemetaan wilayah operasional becak motor, dengan memperhatikan 
akses kendaraan umum di wilayah terkait.Pengoperasian becak motor 
dibatasi di empat wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Makassar 
sebagai regulasi pelarangan alat transportasi becak motor.Di beberapa 
Jalan utama dan jalan protokol.Regulasi tersebut dijelaskan dalam 
Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 22 Tahun 2012 tentang 
pengendalian operasional kendaraan bentor. Dalam Perwali ini kendaraan 
becak motor hanya diperbolehkan beroperasi di empat kecamatan, yakni 
Kecamatan Manggala, Tamalate, Biringkanaya, dan Tamalanrea. 
Demikian becak motor merupakan alat transportasi dari kendaraan Motor 
yang diubah modifikasi dan kontruksi dengan  registrasi dan identifikasi 
ulang maka dari itu harus dilakukan uji tipe ulang kendaraan bentor oleh 
Dinas Perhubungan sebagaimana dalam UU No.22 tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
Demikian halnya kewenangan masing-masing petugas baik dari  
Dinas Perhubungan  maupun Kepolisian dalam hal ini yang bertugas  di 
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bidang penegakan aturan lalu lintas atau polisi lalu Lintas (Polantas)  
sudah di atur dalam beberapa bagian tugas yang berbeda namun 
perbedaan ini menjadi sebuah acuan untuk dilaksanakannya koordinasi 
agar tercapainya kesatuan tindakan antar unit-unit yang terkait dan 
Peraturan Wali Kota Makassar nomor 22 tahun 2012 tentang 
Pengendalian Operasional Kendaraan Becak Motor dapat dipatuhi oleh 
pengguna becak motor di Kota Makassar. 
Fenomena becak motor alias bentor mulai merambah kota, hal ini 
patut dicermati. Sebab, saat hadirnya bentor tentu membawa ironi.Sudah 
seringkali keluhan muncul dengan hadirnya bentor. Sebab, kendaraan 
yang sulit diidentifikasi sebagai becak atau sebagai motor ini sudah masuk 
ke jalan-jalan besar sebut misalnya, Jalan Boulevard, Jalan A. P. 
Pettarani, Jalan Pengayoman, termasuk Jalan Perintis Kemerdekaan, dan 
banyak lagi jalan lainnya. PadahalPemerintah Kota Makassar telah 
mengeluarkan Peraturan Walikota Makassar mengenai Zona wilayah 
operasional bentor yakni Peraturan Wali Kota Makassar nomor 22 tahun 
2012 tentang pengendalian operasional kendaraan bentor. Dalam perwali 
ini kendaraan bentor hanya dibolehkan beroperasi di empat kecamatan, 
yakniKecamatan Manggala, Tamalate, Biringkanaya dan Kecamatan 
Tamalanrea. Masuknya bentor menambah kesemrawutan yang terjadi 
akan tetapi meski sudah banyak keluhan, sejauh ini becak motor tetap 
beroperasi meski melanggar peraturan yang telah ditetapkan. 
Berdasarkan hasil tinjauan dokumen dan studi lapangan, untuk mengatasi 
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becak motor di Kota Makassar ini, memang tidak bisa dilakukan oleh satu 
instansi saja. Butuh koordinasi antara Satuan Lalu Lintas Polrestabes 
Makassar dengan Dinas Perhubungan harus bersinergi secara maksimal 
dalam menjalankan tugasnya, sehingga permasalahan becak Motor 
sedikit demi sedikit bisa teratasi. Untuk melaksanakan koordinasi dalam 
penanggulangan kemacetan lalu lintas ada beberapa prinsip yang perlu 
diterapkan diantaranya: 
a. Kesepakatan 
Kesepakatan adalah kesepakatan kerjasama antara Instansi 
terkait (Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar dengan 
Dinas Perhubungan).Kesepakatan kerja bersama 
memberikan keunggulan dari perundingan bersama dan 
kesepakatan yang dihasilkannya adalah menyediakan 
metode untuk pengaturan kondisi kerja oleh mereka yang 
terkait secara langsung. Dengan kesepakatan kerja bersama 
akan tercipta suatu kepastian dalam segala hal yang 
berhubungan dalam hal penanggulangan becak motor di 
Kota Makassar. Berdasarkan penuturan informan diatas 
penulis menyimpulkan bahwa dalam kerjasama, antar kedua 
bela pihak tidak harus memiliki kekuatan yang sama besar, 
tetapi yang lebih utama adalah kesepakatan yang jelas dari 
kerjasama tersebut. Dengan demikian, kesuksesan 
kerjasama tidak akan dicapai kalau hanya satu pihak saja 
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yang berperan, sedangkan pihak lainnya hanya menuntut 
hasil. Olehkarena itu sebelum kesepakatan kerjasama 
disepakati, harus jelas dulu apa saja yang disepakati beserta 
aturan yang berlaku didalamnya jadi dalam kerjasama usaha 
harus dimunculkan rasa kesadaran memiliki sehingga 
melahirkan rasa bertanggung jawab atas apa yang telah 
disepakati dalam kerjasama. 
b. Ketaatan dan Loyalitas 
Ketaatan dan loyalitas yaitu kepatuhan dan kesetiaan serta 
dari setiap pihak instansi terkait (Satuan Lalu Lintas 
Polrestabes Makassar dengan Dinas Perhubungan Kota 
Makassar) terhadap bagian tugas masing-masing serta 
jadwal yang telah ditetapkan.Ketaatan dan loyalitas 
meningkatkan kemauan instansi untuk bekerja sama. 
c. Kerjasama 
Dalam mencapai tujuan bersama, kerja sama memberikan 
manfaat yang besar bagi kerja suatu organisasi. Kerjasama 
mendorong berbagai upaya individu agar dapat bekerja lebih 
produktif, efektif, dan efisien.Berdasarkan hasil wawancara 
dengan staf Urbin Lantas Polrestabes Kota 
Makassar:“Sejauh ini kami masih melakukan kerjasama 
terlebih lagi karena keberadaaan bentor yang semakin 
banyak jumlahnya jadi kami harus berdampingan satu sama 
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lain untuk penertibannya”. Hasil wawancara tersebut 
didukung dengan jawaban Staf bagian Lalu Lintas Dinas 
Perhubungan Kota Makassar: “Wewenang kami itu sudah 
ditetapkan masing-masing akan tetapi dalam penertiban 
bentor itu kita tetap bekerjasama agar tujuan bersama juga 
dapat tercapai dengan cepat.” Hasil wawancara antara 
Satuan Lalu Lintas Kota Makassar dengan Dinas 
Perhubungan Kota Makassar dapat diketahui dalam hal 
pelakasanaan koordinasi penanggulangan becak motor 
dikota Makassar mereka melakukan kerjasama dengan 
saling berdampingan agar tujuan bersama dapat tercapai.   
Meskipun telah diatur dalam dalam Pasal 6 (1) Peraturan Walikota 
Makassar No. 22 tahun 2012 Tentang Pengendalian Operasional 
Kendaraan Becak Motor Dalam Wilayah Kota Makassar di atur tentang 
ketentuan pengawasan: “Dinas Perhubungan Kota Makassar 
melaksanakan pengawasan terhadap peraturan ini dengan koordinasi 
unsur kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar”, namun 
dalam pelaksanaan pengawasan, dinas perhubungan belum bisa 
menerapkan Pasal ini karena masih terganjal oleh standar prosedur 
operasional (SOP). Sedangkan dalam pemberian izin wewenang Dinas 
Perhubungan berdasarkan Peraturan Daerah yaitu PeraturanDaerah Kota 
Makassar No 14 Tahun 2002 tentang Angkutan Jalan dan Retribusi 
Perizinan Angkutan Dalam Kota Makassar. Dalam Pasal 45 Peraturan 
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Daerah Kota Makassar No. 14 tahun 2002 tentang Angkutan Jalan dan 
Retribusi Perizinan Angkutan Dalam Kota Makassar disebutkan bahwa: 
Menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan bidang 
angkutan jalan dan memperhatikan perkembangan munculnya berbagai 
mode transportasi dalam masyarakat maka dilakukan pengaturan melalui 
perizinan angkutan khusus sebagai berikut a) Sepeda Motor Sewa (Ojek); 
b) Motor Roda Tiga dan atau Motor Becak dengan atau tanpa rumah-
rumah. Lebih lanjut dalam Pasal 55 huruf f Peraturan Daerah Kota 
Makassar No. 14 tahun 2002 tentang Angkutan Jalan dan Retribusi 
Perizinan Angkutan Dalam Kota Makassar disebutkan bahwa besarnya 
tarif retribusi perizinan angkutan ditetapkan Izin Trayek Khusus (Sepeda 
Motor Sewa dan Motor Roda Tiga) untuk setiap kendaraan sebesar Rp. 
35.000,-. 
Becak motor merupakan alat transportasi dari kendaraan  motor 
yang diubah modifikasi dan kontruksi dengan  registrasi dan identifikasi 
ulang maka dari itu  harus dilakukan uji tipe ulang kendaraan bentor oleh 
Dinas Perhubungan sebagaimana dalam UU No.22 tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  Pasal 52, ayat 3 dan 4.  Demikian juga 
dijelaskan dalam  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan pasal 12 dimana dijelaskan fungsi-fungsi 
seperti pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol Lalu Lintas bukan 
menjadi kewenangan Dinas Perhubungan melainkan kewenangan 
petugas Kepolisian. Seperti dalam Pasal 262.Lebih jelas lagi di tegaskan 
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dalam aturan UU No 22 Tahun 2009 itu Dinas Perhubungan tidak 
berwenang untuk melakukan pengawasan kecuali didampingi oleh satuan 
polisi jadi dengan adanya aturan ini sangat mendukung berjalannya 
koordinasi untuk mewujudkan tertibnya bentor. Hukum memainkan 
peranan yang sangat penting untuk mengatur agar kepentingan untuk 
meweujudkan tujuan bersama yakni menertibkan becak motor di Kota 
Makassar tidak bersinggungan dengan kepentingan masing-masing 
instansi. Dengan adanya penguatan hukum mengantar tugas masing-
masing instansi diharapkan fungsi hukum tersebut dapat berjalan jika 
fungsi hukum tidak berjalan maka tugas yang telah menjadi ketetapan 
akan terabaikan.  
B. Perizinan Becak Motor Di Kota Makassar 
Bentor atau becak motor merupakan alat transportasi yang 
mempunyai kemampuan menjangkau seluruh wilayah kota/pedesaan, 
waktu tempuh dan operasi, serta biaya yang terjangkau oleh masyarakat 
namun keberadaan bentor di Kota Makassar, yang saat ini mulai 
menyebabkan terjadinya tumpang  tindih trayek antara berbagai jenis 
model angkutan umum. Di beberapa tempat, bentor sudah beroperasi 
pada jalan utama, dan menjadi faktor pemicu konflik sosial karena itu, 
tidak boleh lagi untuk membiarkan bentor seenaknya berputar-putar dalam 
kota di Makassar. Pemerintah daerah Kota Makassar dalam melihat hal ini 
ikut andil untuk pengendalian tersebut hingga mengeluarkan peraturan 
Walikota Makassar mengenai Zona wilayah operasional bentor yakni 
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Peraturan Wali Kota Makassar nomor 22 tahun 2012 tentang 
pengendalian operasional kendaraan bentor. Dalam perwali ini kendaraan 
bentor hanya dibolehkan beroperasi di empat kecamatan, yakni 
Kecamatan Manggala, Tamalate, Biringkanaya dan Kecamatan 
Tamalanrea. 
Peraturan yang ditetapkan oleh walikota Makassar tersebut 
bertujuan untuk mengatur pengguna bentor agar tetap tetib dan mengikuti 
jalur yang telah ditetapkan, karena keleluasaan para pemilik bentor 
selama ini dalam mengoperasikan kendaraannya di dalam Kota Makassar 
dinilai juga sebagai salah satu penyebab kemacetan. Namun dalam hal ini 
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tak berdaya jika harus sendiri 
menangani aturan tersebut sehingga ditaati oleh pihak yang terkait, 
terlebih lagi saat ini keberadaan bentor di Makassar dianggap telah 
melanggar dan mesti ditertibkan langsung oleh  Kepolisian dalam hal ini 
Polisi yang berwenang untuk menertibkan kendaraan di jalan adalah Polisi 
Lalu Lintas. Selain Kepolisian, Dinas Perhubungan juga ikut bertugas 
untuk penataan operasi Becak Motor agar tata ruang operasional 
memperhatikan akses kendaraan umum di wilayah Kota Makassar. Jadi 
dalam hal ini Kepolisian dan Dinas Perhubungan melakukan koodinasi 
untuk terealisassinya pengguna bentor yang tertib. Penegakan UU Nomor 
22 diharapkan mampu menjadi pengendali bagi pengguna angkutan jalan 
utamanya becak motor.Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian di 
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Kota Makassar untuk melihat bagaimana koordinasi Dinas Perhubungan 
dan Kepolisian dalam menertibkan becak motor. 
Dalam Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2012 mengenai 
Pengendalian Opresional Kendaraan Becak Motor Dalam Wilayah Kota 
Makassar sudah sangat jelas diuraikan ketentuan apa saja yang mengatur 
opresional becak motor, yaitu wilayah opresional becak motor  ditetapkan 
pada kawasan Pemukiman Kecamatan Tamalanrea, Pemukiman 
Kecamatan Biringkanaya, Pemukiman Kecamatan Tamalate dan 
Pemukiman Kecamatan Manggala. Mengacu pada ketentuan tersebut, 
setiap becak motor seharusnya hanya berada pada wilayah yang sudah 
ditentukan tersebut. Hal ini karena setiap becak motor haruslah memiliki 
izin terlebih dahulu sebelum beroperasional. 
Terkait perizinan becak motor, pihak Dinas Perhubungan Kota 
Makassar merupakan instansi yang berwenang mengeluarkan izin 
tersebut. Pihak Dinas Perbuhungan Kota Makassar mengklaim bahwa 
setiap becak motor yang beroperasi di jalan telah memiliki izin. Namun 
ketika penulis menanyakan terkait keberadaan becak motor yang 
beroperasi di luar wilayah yang telah ditetapkan, pihak Dinas 
Perhubungan Kota Makassar menyatakan bahwa hal itu terjadi 
disebabkan karena adanya becak motor yang melanggar ketentuan 
wilayah operasional ataupun adanya becak motor yang beroperasi tanpa 
adanya izin dari Dinas Perhubungan Kota Makassar. 
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Perizinan becak motor hanya diberikan bagi yang tinggal di wilayah 
atau disekitar wilayah operasional becak motor yang telah ditentukan 
dalam Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2012 mengenai Pengendalian 
Opresional Kendaraan Becak Motor Dalam Wilayah Kota Makassar. Hal 
ini agar tidak ada becak motor yang beroperasi di luar wilayah yang telah 
ditentukan. Namun penulis mendapati pada faktanya masih terdapat 
becak motor yang beroperasi di wilayah-wilayah seperti kecamatan 
Panakukang ataupun Kecamatan Rappocini. Sehingga meskipun izin 
hanya diberikan pada yang bertempat tinggal di wilayah atau di sekitar 
wilayah operasional yang telah ditentukan, namun hal tersebut tidak 
menghalangi munculnya becak motor di wilayah lain di luar wilayah 
operasional yang telah ditentukan. 
 Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2012 mengenai 
Pengendalian Opresional Kendaraan Becak Motor Dalam Wilayah Kota 
Makassar ada beberapa langkah pembinaan becak motor yang dapat 
dilakukan yakni memenuhi standar kelaikan jalan kendaraan bermotor 
yang wajib untuk menyesuaikan spesifikasi rancang bangun kendaraan 
becak motor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Berbicara mengenai pembinan tersebut ada beberapa faktor yang penting 
agar pembinaan tersebut dapat terlaksana dengan baik, yaitu 
pengawasan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Makassar, 




 Seperti yang telah di bahas diatas, bahwa wilayah beroperasinya 
becak motor hanya sebatas di daerah pemukiman atau kompleks 
perumahan diwilayah kecamatan tertentu. Sementara fakta yang terjadi 
dilapangan, wilayah operasi becak motor sudah melewati batasan yang 
telah diatur, bahkan saat ini beroperasinya becak motor sudah mulai 
menjadi salah satu faktor yang menambah permasalahan kemacetan di 
Kota Makassar. Hal ini harusnya menjadi perhatian oleh Dinas 
Perhubungan Kota Makassar selaku salah satu instansi yang berwenang 
menertibkan aktivitas opresional becak motor. Hal yang sama juga 
diungkapkan oleh salah satu narasumber Pak Heri Siswanto pengguna 
jalan raya. 
“Keberadaan becak motor saat ini cukup menambah kemacetan 
dijalan disebabkan tempat pangkalan mereka ada dibeberapa ruas 
jalan raya” 
 Namun muncul juga suatu pendapat yang bertentangan dari salah 
satu narasumber yaitu Ibu Risna Lahajji pengguna jasa becak motor. 
”Hadirnya becak motor dijalan raya sangat membantu saya dalam 
melakukan transportasi dengan menggunakan transportasi umum, 
disebabkan becak motor memiliki akses  langsung ke rumah saya, 
beda halnya dengan pete-pete dan bus, selain itu biayanya juga 
relatif lebih murah dibanding taxi”  
Inilah  hal yang menjadi pro dan  kontra dalam menertibkan becak 
motor, sebab disatu sisi keberadaan becak motor diaanggap sangat 
membantu masyarakat, tapi disisi lain becak motorpun menimbulkan 
kemacetan akibat mangkal di ruas-ruas jalan yang rawan macet, 
contohnya di jalan bogenvile, ruas jalan yang tidak begitu luas ditambah 
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begitu banyak becak motor yang mangkal mengakibatkan kemacetan di 
jam-jam tertentu. 
Keberadaan becak motor merupakan hal yang baru di Kota 
Makassar, perkembangan becak motor ini baru berlangsung sekitar 
kurang lebih 5 tahun belakangan ini. Awalnya becak motor ini hanya 
melakukan aktifitas pengangkutan di wilayah perumahan saja, tapi 
semakin hari aktifitasnya semakin luas. Saat ini yang menjadi pertanyaan 
posisi becak motor yang sudah menjadi salah satu kendaraan umum 
apakah sudah memenuhi standar kelayakan kendaraan umum yang telah 
di atur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam 
mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari 
upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 
1945). Sebagai bagian sistem transportasi nasional, lalu lintas dan 
angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk 
mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan 
angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan 
pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta 
akuntabilitas penyelenggaraan negara. Terkait becak motor analisis 
persyaratan teknisnya mengacu pada Undang-Undang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan, bahwa setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan harus 
memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Persyaratan teknis yang 
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dimaksud meliputi susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan 
teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan, 
penggandengan kendaraan bermotor; dan/atau penempelan kendaraan 
bermotor. 
Selain persyaratan teknis, kendaraan bermotor yang beroperasi di 
jalan raya juga harus memenuhi persyaratan laik jalan yang ditentukan 
oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya 
terdiri atas emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi sistem rem utama, 
efisiensi sistem rem parkir, kincup roda depan, suara klakson, daya 
pancar dan arah sinar lampu utama, radius putar, akurasi alat penunjuk 
kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, dan kesesuaian daya 
mesin penggerak terhadap berat kendaraan. Hal mengenai persyaratan 
teknis dan persyaratan laik jalan dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. 
Di dalam Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sudah 
jelas tidak ada aturan dalam pasal yang mengatur tentang klasifikasi 
becak bermotor ataupun aturan khusus mengenai kendaraan becak 
bermotor.Becak bermotor mungkin bisa diklasifikasikan sebagai 
kendaraan khusus, karena merupakan hasil modifikasi dari becak yang 
bertenaga manusia yang telah diganti menjadi tenaga mesin dengan 
ketentuan perubahan bentuk atau tipe dari kendaraan becak bermotor 
telahdilakukan uji tipe dan uji berkala sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang Lalu Lintas.Dengan masuknya becak bermotor dalam klasifikasi 
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kendaraan khusus, hal ini memberi kejelasan mengenai jenis kendaraan 
dan penentuan SIM, STNK, dan BPKB yang digunakan. 
 Dalam penjelasan umum Undang-Undang Lalu Lintas Dan 
Angkutan Jalan ditegaskan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan 
merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan 
jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan 
angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta 
pengelolaannya. Dengan demikian angkutan umum merupakan salah satu 
sub bagian dalam lalu lintas dan angkutan jalan, yang di dalamnya sudah 
tentu terdapat jaringan angkutan umum, prasarana angkutan umum, 
kendaraan angkutan umum, pengemudi angkutan umum, serta 
pengelolaan angkutan umum. 
 Dalam penjelasan umum Undang-Undang Lalu Lintas Dan 
Angkutan Jalan dikemukakan bahwa, lalu lintas dan Angkutan Jalan 
mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan dan 
integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan 
umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi 
nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan 
perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu 
lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan 
ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi 
daerah serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. 
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Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2009tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 1 Angka 
12Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaran, 
menyatakan bahwa Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah perubahan 
terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin dan/atau kemampuan daya 
angkut Kendaran Bermotor. Bila suatu daerah hendak membuat Peraturan 
Daerah tentang Becak Bermotor sedangkan Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2009 tidak  mengatur tentang Becak Bermotor, suatu daerah bisa 
mengacu pada hal tentang Modifikasi Kendaraan Bermotor karena Becak 
Bermotor juga termasuk Modifikasi Kendaraan Bermotor. Banyak hal yang 
perlu diatur suatu daerah jika ingin mengakomodir beroperasinya Becak 
Bermotor di daerah tersebut.Diantaranya persyaratan administrasi Becak 
Bermotor yang diperlukan guna mencegah pembuatan Becak Bermotor 
dari barang-barang curian baik sepeda motornya atau mesin 
penggeraknya.Persyaratan teknis dan laik jalan juga diperlukan supaya 
keselamatan dan keamanan pengemudi serta penumpang Becak 
Bermotor bisa terjamin. Pengoperasian Becak Bermotor, tarif, retribusi 
serta tempat pangkalan juga perlu diatur guna menjamin ketertiban Becak 
Bermotor serta keberadaan Becak Bermotor tidak mengganggu pengguna 
jalan lain. 
Transportasi adalah salah satu sarana dan prasarana yang 
mendukung perkembangan ekonomi, sosial, politik, dan mobilitas 
penduduk suatu daerah.Dengan tingginya mobilitas masyarakat di suatu 
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daerah dalam menjalankan perputaran roda pembangunan nasional yang 
khususnya di bidang perekonomian, maka diperlukan pelayanan jasa di 
bidang transportasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.Pada 
umumnya, permasalahan transportasi terletak pada ketidakseimbangan 
antara kebutuhan sarana, prasarana dan fasilitas transportasi, serta 
pertumbuhan penduduk dan juga perkembangan ekonomi suatu daerah 
atau wilayah.Dengan begitu perkembangan suatu wilayah dapat diartikan 
bahwa perkembangan suatu daerah maupun masyarakatnya atau wilayah 
tergantung dari perkembangan transportasi, atau sebaliknya.Adapun 
Fungsi transportasi sendiri adalah sebagai sektor penunjang 
pembangunan dan sebagai sektor pemberi jasa.Berkaitan dengan sangat 
pentingnya fungsi transportasi maka ada yang menganggap bahwa 
transportasi merupakan urat nadi perekonomian, namun menurut 
Schumer transportasi bukan merupakan tujuan tetapi merupakan sarana 
untuk mencapai banyak tujuan. 
Kemajuan transportasi adalah akibat kebutuhan manusia untuk 
berpergian ke tempat lain guna mencari barang yang dibutuhkan atau 
melakukan aktivitas, dan mengirim barang ke tempat lain yang 
membutuhkan barang tersebut. Sarana transportasi di Indonesia bisa 
dibagi menjadi 2 yaitu modern dan tradisional. Transportasi modern ada 
karena pengaruh industrialisasi yang identik dengan penggunaan mesin, 
misalnya mobil, bis, pesawat, kereta api, becak, kapal laut, motor, dan 
truk. Seiring dengan perkembangan tersebut maka sarana transportasi 
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modern mulai menggantikan sarana transportasi tradisional yang lebih 
dulu dikenal di Indonesia. Becak merupakan salah satu sarana 
transportasi tradisional yang populer di Indonesia. Kendaraan ini 
merupakan modifikasi dari sepeda kayuh roda dua menggunakan 
sepasang pedal yang dikayuh dengan kaki sebagai penggerak, yang 
berfungsi untuk mengangkut orang dan/atau barang dalam jumlah kecil, 
lalu dimodifikasi menjadi kendaraan beroda tiga yang dilengkapi dengan 
kabin penumpang serta rumah-rumah.   
Faktor mengayuh dan modernisasi mendorong becak dimodifikasi 
dengan penggerak mesin atau dikenal dengan sebutan Becak Bermotor. 
Becak Bermotor adalah becak yang mesin penggerak berupa parutan 
kelapa atau mesin dari motor yang bagian mesin ke arah belakang sampai 
roda belakang tetap seperti semestinya tetapi satu roda depan dihilangkan 
kemudian diganti dengan kabin penumpang dan rumah-rumah. 
 Angkutan umum merupakan salah satu media transportasi yang 
digunakan masyarakat secara bersama-sama dengan membayar tarif 
angkutan umum, merupakan lawan dari “kendaraan pribadi.Istilah 
angkutan umum yang juga disebut sebagai transportasi, lalu lintas, dan 
transportasi dikemukakan sebagai berikut ini.Konsep transportasi publik 
sendiri tidak dapat dipisahkan dari konsep kendaraan umum. Pengertian 
kendaraan umum berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 
35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan 
dengan kendaraan umum. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan 
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bermotor yang disediakan untuk digunakan oleh umum dengan dipungut 
bayaran langsung maupun tidak langsung.Transportasi adalah 
pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat 
tujuan.Konsep transportasi didasarkan pada adanya perjalanan (trip) 
antara asal (origin) dan tujuan (destination). 
Angkutan (transportasi) adalah kegiatan pemindahan orang dan 
atau barang dari satu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan) dengan 
menggunakan sarana (kendaraan). Kendaraan yang harus diperhatikan 
adalah keseimbangan antara kapasitas modal angkutan dengan jumlah 
barang maupun orang yang memerlukan angkutan. Bila kapasitas armada 
lebih rendah dari yang dibutuhkan, akan banyak barang maupun orang 
tidak terangkut, atau keduanya dijejalkan ke dalam kendaraan yang 
ada.Sedangkan Lalu lintas (traffiq) adalah kegiatan lalu lalang atau gerak 
kendaraan, orang atau hewan di jalanan.Masalah yang dihadapi didalam 
perlalu lintasan adalah keseimbangan antara kapasitas jaringan jalan 
dengan banyaknya kendaraan dan orang yang berlalu lalang 
menggunakan jalan tersebut.Bila kapasitas jaringan jalan tidak sesuai 
dengan banyaknya kendaraan dan orang yang berlalu lalang, maka yang 
terjadi adalah kemacetan lalu lintas. Hal inilah yang menjadi penjelasan 
mengapa perizinan terkait becak motor sebagai angkutan umum perlu 







Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis 
menyimpulkan: 
1. Terkait upaya pengendalian becak motor di Kota Makassar, 
pemerintah telah melakukan beberapa langkah-langkah pereventif 
yaitu pembuatan regulasi berupa Peraturan Walikota Makassar 
nomor 22 tahun 2012 tentang Pengendalian Operasional 
Kendaraan Becak Motor Dalam Wilayah Kota Makassar. Dalam hal 
ini Dinas Perhubungan Kota Makassar yang berwenang untuk 
mengatur dan mengawasi operasional kendaraan becak motor di 
kota Makassar telah melakukan berbagai rangkaian kegiatan 
sosialisasi atas pelaksanaan Peraturan Walikota Makassar 
bersama pihak-pihak yang terkait dengan kendaraan becak motor  
yang bertujuan untuk agar pengendara becak motor yang 
beroperasi mengikuti prosedur-prosedur untuk memperoleh 
legalitas beroperasi. Dinas Perhubungan Kota Makassar 
melaksanakan pengawasan di lapangan berkordinasi dengan unsur 




2. Pengendalian Operasional Kendaraan Becak Motor Dalam Wilayah 
Kota Makassar belum mampu diterapkan secara efektif 
dikarenakan, disebabkan sulitnya untuk berdialog kepada para 
pemilik dan pengendara becak motor mengenai batas wilayah 
pengangkutan becak motor. Para pemilik dan pengendara becak 
motor selalu saja menolak untuk ditertibkan dan dibatasi ruang 
lingkup aktivitas pengangkutannya sehingga beberapa langkah 
preventif yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar 
mengalami hambatan. Pemilik kendaraan becak motor juga belum 
menyesuaikan spesifikasi rancang bangun kendaraan becak 
motornya untuk mendapatkan izin beroperasi dan untuk memenuhi 
standar kelaikan jalan sesuai yang dengan ketentuan Peraturan 
Walikota Makassar Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pengendalian 
Operasional kendaraan Becak Motor Dalam Wilayah Kota 
Makassar. Selain itu pada kenyataan di lapangan masih kurangnya 
komunikasi yang dilakukan Dinas Perhubungan dan beberapa 
instasi, misalnya pihak Kepolisian yang dalam hal ini sebagai salah 
satu pihak yang berwenang untuk mengatur ketertiban di jalan 
raya. Bila saja ada komunikasi yang lebih baik antara Dinas 
Perhubungan dan pihak Kepolisian, mungkin akan lebih mudah 
untuk berdialog dengan para pemilik dan pengendara becak motor 






Adapun saran dari penulis yaitu: 
1. Dinas Perhubungan Kota Makassar harus secepatnya 
mengusulkan regulasi terbaru untuk menangani becak motor di 
Kota Makassar yang aktifitasnya sudah mulai tidak terkendali, dan 
juga harus ada sanksi tegas yang diberikan kepada para pemilik 
dan pengendara becak motor. Sehingga dengan adanya sanksi 
yang tegas tersebut para pemilik dan pengendara becak motor 
mengalami efek jera dan dapat tercapainya ketertiban beralulintas. 
2. Dinas Perhubungan Kota Makassar sebaiknya membuka 
komunikasi dengan pihak Kepolisian untuk bersama-sama 
melakukan penertiban terhadap aktifitas becak motor yang sudah 
mulai tidak dapat terkendali di wilayah jalan raya. Selain itu juga 
Dinas Perhubungan Kota Makassar sebaiknya menambah personil 
pegawai untuk bidang lalu lintas dan pengangkutan. Agar proses 
penertiban becak motor dapat terkendali dengan baik dan juga 
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